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A. Transliterasi Arab-Latin 
 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidakdilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Sa S es (dengan titik ث
diatas) 
 Jim J Je ج
 Ha H ha (dengan titk ح
di bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Z zet (dengan titik ذ
di atas) 
 Ra R Er ز
 Zai Z Zet ش
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
x  
 




Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
 Dad d de (dengan titik di ض
bawah) 
 Ta t te (dengan titik di ط
bawah) 
 Za z zet (dengan titk di ظ
bawah) 
 ain „ apostrop terbalik„ ع
 Gain g Ge غ
 Fa f Ef ف
 Qaf q Qi ق
 Kaf k Ka ك
 Lam l El ل
 Mim m Em و
ٌ Nun n En 
 Wau w We و
 Ha h Ha ه
 hamzah , Apostop ء
ٌ Ya y Ye 
xi  
 




Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama HurufLatin Nama 
 Fathah A A ـ 
 Kasrah I I ـ 
 Dammah U U ُـ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ٌ  


















Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
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transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 








  ..ا|ٌ ...















Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang hidup atau 
mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
sedangkan ta‟ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta‟marbutah itu 
transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau  tasydid   yang   dalam  system  tulisan  Arab  dilambangkan 
dengan  sebuah  tanda  tasydid  ( ّ ),  dalam  transliterasinya  ini  dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
ٌ  




i dan garis di 
atas 
   و








 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ُـ)
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) (alif 
lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatas 
(-). 
a. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
b. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al- Qur‟an), 
sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 
c. Lafz al-Jalalah ( الله ) 
Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 
hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 
ditranslitersi dengan huruf [t]. 
xiv  
 
d. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).  
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakuka adalah:  
swt. : subhānahūwata, ālā 
saw. : sallallāhu „alaihiwasallam 
a.s. : „alaihi al-salām 
H : Hijrah 
M : Masehi 
SM : Sebelum Masehi 
l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. : Wafat tahun 
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 Pemberian kredit merupakan salah satu produk bagi bank dimana besaran 
kredit yang disalurkan bank dapat dijadikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari 
pembayaran bunga kredit yang dapat dijadikan sebagai tambahan modal. Akan tetatpi 
praktek penerapan pemberian pinjaman (kredit) di berbagai perbankan yang ada belumlah 
berjalan sesuai dengan sistem dan asas-asas hukum ekonomi syariah , dan juga tidak sesuai 
pada tujuan dalam UU Perbankan Syariah (Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 ) 
begitupun praktek penyaluran kredit di bank BRI Luyo Cabang Polewali belum berjalan 
sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Syariah. Untuk itu pokok 
permasalahan dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi 
Syariah dalam pemberian kredit kepada umkm. Selanjutnya diuraikan dalam beberapa sub 
masalah : 1. Bagaimanakah praktek pelaksanaan  pemberian kredit kepada umkm di bank 
BRI Luyo Cabang Polewali. 2. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum dalam 
ekonomi syariah terhadap perjanjian pinjam-meminjam (kredit) 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. 
Adapun sumber data bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dan data sekunder yang berupa informasi tertulis dari literatur. 
Pengumpulan data melalui metode observasi, waancara, dokumentasi, dan tahap 
akhir adalah menarik kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian kredit pada 
Bank BRI Luyo Cabng Polewali sudah cukup baik hanya saja jika ditinjau dalam 
hukum Islam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank konvensional masih 
banyak menuai kontroversi karena banyak beberapa pendapat para ulama yang 
menolak riba dan juga masih belum bisa dikatakan haram.  







                                                BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
Islam adalah agama yang hadir sebagai penyempurnaan agama dengan 
sumber utama nya Al-quran dan Sunnah Rasulullah.Islam tidak hanya sekedar 
mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadaha tetapi juga mengatur 
tentang muamalah. 
Muamalah yang dalam arti luas merupakan aturan-aturan hukum Allah untuk 
mengatur manusia yang dalam kaitannya berurusan dengan duniawi dan pergaulan 
sosial.Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib 
ditaati yang telah mengatur manusia satu dengan manusia yang lain dengan cara 
memperoleh dan mengembangkan harta benda.
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Kegiatan perekonomian dalam pandangan islam tidak hanya sekedar anjuran 
semata tetapi lebih dari itu merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang memiliki 
dimensi ibadah. Ajaran islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam kekurangan 
dan keterbelakangan berbagai bidang, khususnya keterbelakangan ekonomi karena 
kekayaan materi merupka juga bagian yang penting dalam kehidupan kaum 
muslimin. Oleh karenanya umat Islam selalu diwajibkan untuk menjalankan ibadah 
untuk bekal kehidupan di akhirat kelak juga umat islam diwajibkan untuk memilki 
bekal selama menjalani kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya dalam menjalani 
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Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta:Rajawali Pers,2002),h.5 
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kehidupan ini kita harus selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah Swt, 
beribadah serta berusaha dan bekerja dengan rasa optimis yang tinggi agar bisa 
memenuhi semua kebutuhan hidup secara materi dan berusaha untuk menjadi 
manusia yang kaya amal dan materi. 
Melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat berkembang 
dari tahun ke tahun, melaui peran pemerintah dan pengusaha yang harsu terus 
bersinergi dalam mengatur roda perekonomian.Adapun salah satu caranya ialah 
dengan mendorong dan mendukung UMKM. UMKM yang mayoritas dimiliki oleh 
rakyat kecil membutuhkan dana atau uang untuk  mendirikan  danmembangun usaha 
mereka akan tetapi penyediaan dana atau uang merupakan momok masalah yang 
sering banyak masyarakat jumpai. 
Kredit merupakan salah satu program dari bank yang mewujudkan 
pembangunan nasional dibidang ekonomi, yang diharapkan sangat dapat 
meaningkatkan kesejahteraan rakyat .Kredit yang diberikan oleh bank kepada rakyat 
mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-
asas pengkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian.Untuk itu sebelum 
memberikan kredit bank harus benar-benar melakukan penilaian yang seksama 
terhadap aspek khususnya dalam penelitian terhadap jaminan.
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Pemberian kredit merupakan salah satu produk bagi bank dimana besaran 
kredit yang disalurkan bank dapat dijadikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari 
                                                     
2




pembayaran bunga kredit yang dapat dijadikan sebagai tambahan modal. Sedangkan 
bagi masyarakat kredit dapat menjadi sebuah tambahan modal usaha ataupun 
investasi. 
Sebagaimana umumnya Negara Inodonesia berkembang, seperti pembiayaan 
dunia usaha Inodonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit, perbankan yang 
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit 
memumgkinkan masyarakat untuk melakukan investasi distribusi dan konsumsi 
barang jasa , mengingat semua kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tak lepas 
dari penggunaan unag. Pertumbuhan industry perbankan pada era regulasi yang 
menimbulkan maraknya kompetisi kegiatan usaha perbankan dalam menawarkan 
berbagai jenis inovasi dengan beragam produknya. Hal seperti ini menyebabkan 
industry perbankan berlomba lomba dalam menghimpun dana. dari masyarakat 
dan menanamkan dana tersebut dalam pemberian kredit, investasi surat berharga, 




Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis 
dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian 
terbesar rakyat Indonesia ,khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan 
mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan program dan  
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Hasanuddin dan Fakhruddin Mansyur, “Penyaluran kredit Usaha Kecil Terhadap 
Pengusaha Ekonomi Lemah”,  jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 Juni (2018): h.9 
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kegiatan pemberdayaan usaha kecil telah dijalankan. Pemerintah juga telah 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM) yang disahkan pada tanggal 4 juli 2008.
4
 
Sebagai bentuk amanat dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 
Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah wajib 
memperhatikan aspek pendanaan yang dibutuhkan oleh UMKM, diantaranya 
adalah : 
1. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan 
dan lembaga keuangan bukan bank. 
2. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas 
jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 
3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara 
cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 
4. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk 
mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang 
disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, 
baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem 
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syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.5 
Melalui Undang-undang tersebut menjadi gerbang bagi terbukanya akses 
kredit UMKM kepada lembaga perbankan, serta diharapkan mampu mendorong 
UMKM untuk mengembangkan unit usahanya sehingga meningkatkan 
produktivitas, mutu dan daya saing UMKM itu sendiri. 
Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah menurut undang-undang 
perbankan syariah, antara lain adalah kegiatana usaha yang tidak mengandung unsur 
: Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) seperti transaksi 
pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,kuantitas dan waktu penyerahan 
(fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah 
penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman 
karena berjalannya waktu (nasi‟ah). 
Adapun kegiatan usaha yang tidak berasaskan prinsip-prinsip syariah 
menurut perbankan syariah dalam kegiatan ekonomi syariah antara lain 
1. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang 
tidak pasti dan bersifat untung-untungan. 
2. Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimilki, tidak 
diketahui keberadaanya, atau tiak dapat diserahkan pada saat transaksi 
dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. 
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3. Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah atau. (e) 
Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak 
lainnya.6 
Sebelum UU mengenai Bank Indonesia ditetapkan pada tahun1999, Bank 
Indonesia dapat secara langsung membantu pengembangan UMKM melalui bantuan 
kredit.Bantuan ini dikenal dengan istilah Likuiditas Bank Indonesia.Namun setelah UU 
tersebut ditetapkan, peranan Bank Indonesia dalam membantu usaha kecil menjadi tidak 
langsung dan lebih terfokus pada bantuan teknis serta pengembangan 
kelembagaan.Tugas pengelolaan kredit program telah dialihkan kepada tiga 
BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu PT.Bank Rakyat Indonesia, PT Bank 
Negara Indonesia dan PT Permodalan Nasional Madani (Pusat Kebijakan 
Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan 
Perdaganga Kementrian Perdagangan).Kebijakan penyaluran kredit kepada 
UMKM tercatat sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah. Mayoritas dari 
kebijakan tersebut menggunakan institusi perbankan sebagai pihak yang ditunjuk 
aktif membiayai UMKM,namun proporsinya belum terlalu besar.7 
Tujuan pemberian kredit kepada Usaha Mikro adalah untuk membantu usaha 
yang dijalankan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2008 dimana dalam Undang-undang tersebut menyatakan lebih 
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rinci tentang pemberian kredit kepada usaha kecil, yaitu: 
1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 
berkembang dan berkeadilan; 
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro,  
Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, 
pemerataanpendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan 
rakyat dari kemiskinan.8 
Akan tetatpi praktek penerapan pemberian pinjaman (kredit) di berbagai 
perbankan yang ada belumlah berjalan sesuai dengan sistem dan asas-asas hukum 
ekonomi syariah , dan juga tidak sesuai pada tujuan dalam UU Perbankan Syariah 
(Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 ) sebagai mana yang telah 
disebutkan diatas belum dapat terwujud, begitupun praktek penyaluran kredit di 
bank BRI Luyo Cabang Polewali belum berjalan sesuai dengan asas-asas dan 
prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi syariah. Misalnya penyalura tidak disertai 
dengan pengawasan penggunaan pinjaman karena sistem pemberian kredit di bank 
konvensional dalam hal ini adalah BRI Luyo Cabang Polewali. Berbeda hal nya 
dengan bank Syariah dengan sistem pengawasan langsung pengguna kredit harus 
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sesuai dengan tujuan kredit misalnya untuk dunia usaha UMKM, maka 
penggunanya itu untuk usaha juga seperti yang mereka sepakati bukan yang lain. 
Namun bila BRI konvensional Luyo mensyaratkan kredit tersebut untuk UMKM 
disertai pengawasan dengan sistem keuntungan kedua belah pihak tidak berlebih- 
lebihan, begitupun bila terjadi kerugian pengguna kredit tidak dibebani bunga maka 
aspek syariah terpenuhi. Namun bila terjadi kerugian usaha dan pihak UMKM tidak 
sanggup mengembalikan tepat waktu oleh bank tersebut maka pengutang atau 
pengkredit akan dibebani bunga yang justru akan bertentangan dengan sistem 
keuangan/ perbankan syariah. Sama hal nya dengan bila obyek usaha UMKM ada 
aspek haramnya (tidak halal) Maka oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas 
mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemberian Kredit Kepada 
UMKM (Studi Kasus Bank Bri Luyo Cabang Polewali). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasrkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok 
dalam penelitian ini : 
1. Bagaimanakah praktek pelaksanaan pemberian 
pinjaman/penyaluran kredit kepada UMKM pada bank Bri Luyo 
Cabang Polewali ? 
2. Bagaimanakah ketentuan hukum dalam ekonomi syariah terhadap 




C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini mengfokuskan penelitian mengenai bagaimana analisis 
Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian kredit kepada Usaha Kecil Menengah 
dengan studi kasus Bank BRI Luyo Cabang Polewali Kecamatan Luyo Kabupaten 
Polewali Mandar. 
Adapun deskripsi penelitian nya adalah sebagai berikut : 
1. Ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang wajib dijalankan 
oleh setiap umat muslim. Ekonomi Syariah bukan hanya 
berlabelkan islami atau dengan istilah syariah saja. Terlebih 
ekonomi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar 
ekonomi islam.Hukum ekonomi syariah mengatur segala aspek 
baik yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang telah diatur 
secara sah oleh hukum yang berlaku. 
2. Kredit sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam dimulai 
dari arti kredit yang berasal dari bahasa Yunani credere yang 
mempunyai arti kepercayaan oleh karena itu dasar kredit adalah 
kepercayaan. Dengan demikian seseorang memperoleh kredit itu 
pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Kredit dalam 
bahasa latin ialah creditum yang mempunyai arti kepercayaan 




3. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menurut Bank 
Indonesia , usaha mikro (dijalankan oleh rakyat miskin atau dekat 
miskin yang bersifat usaha keluarga kemudian menggunakan 
sumber daya local dan menerapkan teknologi sederhana, usaha 
kecil (aset < Rp 200 juta atau omset Rp 1 milyar), Usaha 
menengah (untuk kegiatan industry aset < Rp 5 milyar untuk 
lainnya termasuk jasa aset <Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan 
atau omset <Rp 3 milyar pertahun)
.10 
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 
Kajian pustaka merupakan bentuk referensi dalam hal penelitian maupun buku 
yang berhubungan dengan riset yang akan dikaji untuk mengetahui 
keunggulan,kesamaan,kekurangan serta perbedaanya. Peneliti memperoleh 
buku,jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan fokus analisis resiko 
penyaluran kredit kepada UMKM ditinjau dari Hukum Islam 
1. Jurnal yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit 
Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Bank Umum 
“ adapun hasil penelitiannya bahwa pengaturan terkait usaha mikro kecil 
dan menengah dalam pemberian kredit oleh bank umum diantaranya 
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adalah Undang-undang nomor 20 tanu 2008 tentang usaha mikro kecil 
dan menengah yang mengatur secara umum pengertian,kriteria dan 
tujuan umkm. Dalam undang-undang ini pula diatur tentang kewajiban 
pemerintah untuk membantu dan mengembangkan umkm dengan 
menyediakan sistem pembiayaan dan penjaminan agar umkm semakin 
mudah memperoleh fasilitas kredit baik dari sektor perbankan maupun 
jasa keuangan bukan bank lainnya. Terkait jaminan itu sendiri pada 
dasarnya jaminan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
10 Tahun 1998 sepanjang  bank telah mendapatkan keyakinan atas 
kemampuan calon nasabah debiturnya untuk melunasi kreditnya maka 
bank tersebut sudah sepatutnya untuk menyalurkan kredit kepada debitur 
tersebut, terkait dengan adanya agunan hal tersebut hanyalah berupa 
jaminan tambahan yang mana bank tidak mempunyai kewajiban untuk 
meminta agunan yang tidak berhubungan dengan proyek yang diberikan 
2. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pemberian Kredit Sindikasi 
Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah “ perbankan bisa 
memberikan penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme tahapan untuk 
UMKM bisa mendapatkan kredit sindikasi. Karena sejauh ini belum 
ditemukan fakta hukum pemberian kredit sindikasi kepada UMKM. 
Sehinga UMKM bisa lebih mengoptimalkan suatu kredit sindikasi 
tersebut untuk membangun dan memperluas usahanya. Selanjutnya 
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debitur juga seharusnya melakukan pendekatan kepada pihak bank 
mengenai usahanya ketika terjadi permasalahan kredit macet, supaya 
pihak bank mengerti keadaan usahanya yang menyebabkan kredit macet 
dengan mengajukan penurunan suku  bunga dan perpanjangan jangka 
waktu kredit. Dan terakhir didalam menyelesaikan permasalahan 
eksekusi objek jaminan dilarang melakukan perbuatan melawan hukum 
atau menggunakan cara-cara kekerasan seperti pemaksaan. Sebaoknya 
semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara 
musyawarah mufakat atau pemberitahuan terlebih dahulu. 
3. Jurnal yang berjudul “ Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran kredit 
kepada UMKM terhadap pertumbuhan Pembiayaan UMKM oleh 
Perbankan “ adapun hasil penelitian nya menyimpulkan bahwa 
penurunan pertumbuhan kredit terjadi pada hamper seluruh kategori 
penyaluran kredit. Baik jika melihat kategori pembagiaan berdasarkan 
jenis penggunaan,sektor ekonomi, kelompok bank maupun lokasi 
penyaluran. Penongkatan rata-rata pertumbuhan hanya terjadi pada 
kategori berdasrkan sektor ekonomi dan lokasi penyaluran. Dari peningkatan 
rata-rata pertumbuhan pada periode setelah kebijakan ditetapkan, perbedaan 
signifikan terdapat pada penyauran kredit kepada UMKM berdasarkan sektor 
ekonomi jasa perorangan yang melayani rumah tangga 
Dari beberapa referensi diatas, peneliti berpandangan bahwa belum ada 
peneliti yang mencoba mengkaji tentang analisis hukun ekonomi syariah terhadap 
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pemberian kredit kepada UMKM sehingga dijamin penelitian yang diteliti oleh 
penulis tidaklah sama. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas adapun tujuan penelitian dan 
kegunaan penelitian yang ingin dilakukan : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemberian kredit kepada 
usaha kecil mikro menengah. 
b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan- ketentuan hukum dalam 
ekonomi Syariah terhadap pemberian kredit kepada pihak UMKM.  
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata 
cara peberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank bank kepada 
UMKM. 
b. Untuk menambah wawasan masyarakat tentang kredit 
c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang 









A. Tinjauan Umum Hukum Ekonom Syariah 
 
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 
Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari 
sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah 
yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan 
aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (maqosid asy-syari‟ah) serta 
petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu 
sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan 
dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi 
persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang 
seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.Al-Ghazali dalam al-Mustasyfa 
mengemukakan bahwa tujuan utama syariahbadalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup akal, keturunan, 
dan harta. Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut 
merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan 
kemaslahatan umum. Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas 
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta 
tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas.
11
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Pelaksanaan Islam sebagai way of life secara konsisten dalam semua 
kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah 
tatanan yang disebut sebgai hayatan thayyibah. Sebaliknya apabila manusia menolak 
untuk melaksanakan aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan untuk 
mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam 
kehidupan seseorang, akan menimbulkan kemaksiyatan dan atau kehidupan yang 
sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti. Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk 
mengelola wasilah al-hayah atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang 
diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. 
Wasilah al-hayah ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan 
harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.  
Firman Allah dalam Al Qur‟an surat Al Baqarah ayat 29 :  
 ٍَّ ىهُ ۤاِء فََسّىّٰ ًَ ي اِنًَ انسَّ ٰٓ ًُْعا ثُىَّ اْستَىّٰ ًِ ا فًِ اْْلَْزِض َج ٌْ َخهََق نَُكْى يَّ ٍت ۗ  هَُى انَِّر ىّٰ ًّٰ َسْبَع َس
ٌُْى  ٍء َعهِ ٍْ .  ُـَوهَُى بُِكمِّ َش  
Terjemahnya : 
“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan 
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia 
maha Mengetahui segala sesuatu.” 
Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat 
(tamarbuthoh dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang 
mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. 
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Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok 
mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur‟an dan Hadits. Hal ini memberikan 
tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan 
sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam 
Al Qur‟an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut 
dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi 
Syariah.Hukum Ekonomi Syariah. Sistem Ekonomi Syariah padansuatu sisi dan 
Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus 
dibangunbberdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem 
Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakanbketentuan-
ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi 
Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih 
denganpenyesuaian terhadap situasi dan kondisimasyarakat Indonesia. Adopsi yang 
demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga 
hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.
12
 
Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali 
dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan 
pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat.Pelaksanaan ekonomi oleh 
masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum 
dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi 
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Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 
orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak 
berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan 
tidak komersial menurut prinsip syariah. 
Sumber hukum ekonomi lslam secara berurutan adalah al-Qur‟an. al- Hadist, 
ijma' Ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu bersandar pada maqashid 
syari'ah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran 
hukum Islam 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum 
ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur transaksi muamalah umat 
manusia sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. 
2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah 
Hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh 
masyarakat dan para penegak hukum yang harus dilaksanakan sebaik- 
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Perekonomian dalam Islam tidak luput dari sumber-sumber hukum Islam 
yang tujuannya untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat terutama 
dalam masalah ekonomi, dan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga 
Islam.Norma-norma itu ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani dan 
jasmani para anggota keluarga.Sementara perekonomian sendiri bertujuan untuk 
menciptakan kehidupan sejahtera didunia dan keberuntungan diakhirat. Maka 
dibawah ini ada suatu kumpulan dasar hukum yang berkaitan dengan ekonomi yang 
bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk berhati-hati dalam berekonomi dan 
khususnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, diantara nya adalah Q.S Al- 
Baqarah Ayat 172: 
ٌْ ُكْنتُْى  ِ اِ
ُكْى َواْشُكُسْوا لِِلّّٰ ِت َيا َزَشْقنّٰ ٍْ طَُِّبّٰ َينُْىا ُكهُْىا ِي ٍَ اّٰ َْ ٰٓاََُّهَا انَِّر َّٰ
 .  ٌَ  اََِّاهُ تَْعبُُدْو
Terjemahnya : 
 “ Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik- baik yang 
Kami berikan kepadamu dan bersyukurlahkepada Allah, jika benar- benar 
kepada-Nya kamu menyembah”15 
Ayat di atas menerangkan bahwa menyerukan kepada setiap hamba Allah 
yang beriman agar mengkonsumsi dan menafkahi kelurganya dengan baik. Dan 
supaya manusia dapat bersyukur kepada Allah atas rezeki yang telah Ia berikan 
karena hanya Allah lah tempat manusia dan menyembah meminta. Selain menyuruh 
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memakan rezeki yang halal dan juga harus bersyukur kepada Allah, manusia tidak 
dibolehkannya dengan jalan dirinya (memakan harta sesamanya secara bathil) juga 
dzat dari wujud harta (materi) itu memang harus benar-benar halal atau bukan 
barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang ketika 
disembelih tidak menyebut nama Allah. Namun Alllah memboleh memakan 
binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi jika dalam keadaan terpaksa. 
Disamping itu juga, prinsip perekonomian keluarga Islam berdiri diatas dasar 
prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materil dan pemenuhan 
kebutuahan sprituil, seimbang usaha untuk kebutuhan dunia dan usaha untuk 
kebutuhan akhirat 
Selain itu Islam juga mengajarkan kepada umat manusia khusus nya dalam 
pemenuhan kebutuhan keluarga supaya tidak boleh boros dalam mengkonsumsi 
suatu barang, karna sifat boros itu bisa membuat keluarga tersebut jatuh miskin dan 
sifat boros juga adalah sifatnya syaitan. 
3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah 
Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi kegiatan transaksi 
muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan aturan- 
aturan yang bersumber dari Al-Qur‟an dan hadis. 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa ruang 
lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi Subjek Hukum dan Amwal serta akad- 
akad Hukum ekonomi syariah. Subjek hukum dalam bab 2 Pasal 2 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah yaitu seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk 
20  
 
melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 
(delapan belas) tahun atau pernah menikah. 
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diprediksi bahwa ruang lingkup 
Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aktifitas transaksi muamalah yang 
dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi subjek, 
objek maupun akad-akad yang ada di dalamnya. 
4. Tujuan Ekonomi Syariah 
Tujuan ekonomi syariah berdasarkan dengan konsep dasar Islam yakni 
tauhid dan juga berdasarkan pada al-quran dan as-sunnah ialah : 
a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, 
pangan, kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan 
masyarakat. 
b. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang 
c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan
 meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan 
kekayaan di masyarakat. 
d. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-
nilai moral. 
e. Memastikan kestabilan dan juga pertumbuhan ekonomi.16 
Tujuan ekonomi syariah untuk menciptakan peluang yang sangat luas bagi 
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 Eko Supriyanto, Ekonom Islam, (Yogyakarta:Graha Ilmu 2005), h.77. 
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semua lapisan masyarakat untuk ikut aktif berperan dalam kegiatan-kegiatan 
ekonomi,memberantas kemiskinan dan memenuhi segala kebutuhan dasar bagi 
semua elemen masyarakat dan mempertahankan stabilitas ekonomi dan 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 
5. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah 
Hukum ekonomi syariah sebagai aturan yang ditetapkan syara‟ mempunyai 
prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesame manusia 
yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan adapun prinsip-prinsip 
nya antara lain : 
a. Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi 
hukum Islam, yang menekankan bahwa: Harta benda yang kita 
kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita 
harus memperolehnya dan mengelolanya dengan baik) dalam 
rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah). Manusia dapat 
berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah 
ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari 
Allah, bertujuan  akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang 
tidak lepas dari syari‟at Allah. 
b. Prinsip Keadilan, Mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan 
prinsip yang penting .Sebagaimana Allah memerintahkan adil di 
antara sesame manusia dalam banyak ayat antara 
lain:“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 
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danberbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 
Allahmelarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapatmengambil pelajaran”17 
c. Prinsip al-Ihsân (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada 
orang lain lebih daripada hak orang lain itu. 
d. Prinsip al-Mas‟ûliyah pertanggungjawaban yang meliputi 
beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu 
dengan individu dalam masyarakat 
e. Prinsip keseimbangan. Prinsip al-Wasathiyah (al-„itidal, moderat, 
keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas- 
batas tertentu. Syari‟at menentukan keseimbangan kepentingan 
individu dan kepentingan masyarakat. 
f. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi 
akhlakul kariimah : 
1) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus 
tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, 
maupun harga barang yang diakadkan itu. 
2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang 
merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga 
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3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini 
menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus 
didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.Sebagaimana 
kaidah fiqhiyah: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan 
kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan 
sosial”. 
4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, 
transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat 
dilarang. 
5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. 
6) Prinsip suka sama suka (saling rela ) 
7) Prinsip Milkiah, kepemilikan yang jelas. Prinsip Tiada Paksaan. 
Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan 
akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal 
yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan 
masyarakat.18 
Berbicara mengenai hukum ekonomi syari‟ah, terdapat prinsip-prinsip utama 
yang perlu diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis, di antaranya: 
a. Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara 
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 Agus Arwani, “Epistimologi Hukum Ekonomi Islam”,  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 15, 
no 1 (2012): h. 134-135. 
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b. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 
c. Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas. 
d. Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya. 
e. Menawarkan barang dan jasa yang halal. 
f. Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas 
g. Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan. 
h. Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya 
menguntungkan secara pribadi.Menawarkan produk dan cara kerja 
yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.19 
Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni 
Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari‟ah adalah: 
a. Keadilan dimana kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara 
transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan 
transaksi atas dasar kontrak yang adil. 
b. Menghindari kegiatan yang merusak yakni larangan untuk melakukan 
transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan 
membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk 
tersebut. 
c. Kemaslahatan Umat berarti tidak diperkenankannya spekulasi dan 
adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-
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besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.20 
Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam praktik perdagangan 
mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang 
merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai dengan 
pandangan hukum ekonomi syari‟ah yang benar. 
Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu praktik muamalah 
hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan sebesar- 
besarnya. Keuntungan dalam bermuamalah memang sebenarnya tidak 
dibatasi, akan tetapi menyesuaikan dengan keadaan di dalam masyarakat juga 
perlu diperhatikan. Walau demikian, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, 
untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam setiap praktik muamalah. 
Sebagaimana tidak sepatutnya seorang muslim memanfaatkan kelemahan dan 
keadaan saudaranya guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari praktik 
muamalah tersebut. Hendaknya seorang muslim senantiasa memperhatikan 
hak-hak sesama umat Islam. 
Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisien dan manfaat dengan 
tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Secara garis besar ekonomi Islam 
memiliki beberapa prinsip dasar yaitu: 
a. Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenis)Prinsip ini adalah 
terjemahan dari nilai tauhid; pemilik primer langit, bumi dan 
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Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah Dan Menanamkan Nilai 
Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer, (Bandung: Alfabeta,2014),h.84 
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seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk 
mengelolanya. 
b. Freedom to act (Kebebasan Bertindak/Berusaha)Ketika 
menjelaskan nilai nubuwwah, kita sudah sampai pada kesimpulan 
bahwa penerapan 
nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dan 
prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan 
bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai 
teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi 
yang dijadikan model tersebut terangkum ke dalam empat sifat 
utama yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. 
c. Social Justice (Keadilan Sosial).Semua system ekonomi 
mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan system 
perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya system tersebut 
mampu dan secara konsisten menciptakan system yang adil. 
System yang baik adalah system yang dengan tegas dan secara 
konsisten menjalankan prinsipprinsip keadilan.21 
Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar 
ekonomi syari‟ah ada lima yaitu: 
a. Kebebasan individu yaitu Kebebasan manusia dalam syariah 
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didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang 
membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. 
b. Hak terhadap harta.Syari‟ah mengatur kepemilikan harta 
didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta 
akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. 
Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanya merupakan 
titipan Allah. 
c. Jaminan sosial terhadap pengaruh sosial dari zakat tampak dari 
dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan 
segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan). 
d. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan 
kekayaan. Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang 
setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan 
tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang 
muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya 
supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, 
karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan 
merugikan orang lain. 
e. Kesejahteraan individu dan masyarakat.Pengakuan akan hak 
individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. 
Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam 
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pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak 
dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, 
masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya 
ada. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam 
melaksanakan jual beli atau transaksi perdagangan berpatok pada prinsip-prinsip 
tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan 
menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti proses 
perdagangan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi 
Islam. 
6. Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam 
Asas asas hukum ekonomi Islam ada tiga yaitu : 
1. Tabâdul al-manâfi (pertukaran manfaat), kerjasama (musyârakah), 
dan kepemilikan Asas pertukaran manfaat (tabâdul al-manâfi) 
difahami dari QS. al-Imrân: 191. Ayat ini menerangkan bahwa 
segala yang diciptakan oleh Allah Swt memiliki nilai kebaikan dan 
manfaat bagi manusia. Firman Allah adalah aturan dan norma 
hukum yang bertujuan terciptanya kebaikan (al-mashâlih) 
manusia, dunia dan akhirat. Norma hukum tersebut oleh para 
ulama diinterpretasi sehingga melahirkan, salah satunya, norma 
fiqh muamalah. Norma fiqh muamalah sebagai bagian norma 
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hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu al-mashâlih. 
Almashalih dapat diartikan manfaat atau kebaikan (Permono, 2008: 
160). Yang dimaksudkan untuk dapat mendistribusikansecara merata 
kepada seluruh manusia, dan seluruh elemen masyarakat, bukan sebuah 
monopoli demi kepentingan perorangan atau kelompok. Pertukaran 
manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara 
individual maupun kelembagaan. Oleh karenanya, dalam pertukaran 
manfaat terkandung norma kerjasama (al-musyârakat). Disamping itu, 
pertukaran manfaat terkait dengan hak milik (haq al-milk) seseorang, 
karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang 
dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada Allah 
Swt, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan. Proses 
pertukaran manfaat melalui normaalmusyârakat dan norma haq al-milk 
berakhir di norma alta‟âwun (tolong- menolong). Dalam Islam al-
ta‟âwun hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan (al-khairât atau 




2. Pemerataan kesempatan, „an tarâdhin (suka sama suka atau 
kerelaan) dan „adam al-gharâr (tidak ada penipuan atau spekulasi) 
Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus salah satu bentuk 
penerapan prinsip keadilan dalam teori hukum Islam . Pada tataran 
ekonomi, prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang 
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 Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (MUAMALAH)”, Jurnal Hukum 
Ekonomi Syariah 15, no 1 (2012): h.136. 
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memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan 
menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. 
Di samping itu, asas ini adalah wujud operasional ajaran Islam 
tentang perputaran harta yang tidak boleh hanya berkisar 
dikalangan orang kaya (al- aghnia), sehingga atas dasar ini hak-
hak sosial dirumuskan. Rumusan hak-hak sosial di antaranya ialah 
teori perpindahan hak milik, sewa menyewa, gadai, pinjam-
meminjam dan utang piutang. Teori perpindahan hak milik 
diimplementasikan oleh hukum Islam dengan, contoh: jual beli 
yang bisa berupa akad murâbahah, salam atau ishtinâ‟, zakat 
infaq, shadaqah, hibbah, dan waris, sewa menyewa dengan al-
isti‟ârat gadai dengan alrahn, dan pinjam meminjam dengan al-
qardh. Teori-teori ini adalah sarana untuk menciptakan iklim 
perekonomian yang sehat sehingga lalu lintas perniagaan bisa 
dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata, tanpa 
adanya monopoli pihak tertentu. „An tarâdhin merupakan salah 
satu asas fiqh mu‟amalah. Ia berarti saling merelakan atau suka 
sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk 
muamalah, dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan 
harta yang menjadi obyek perikatan, serta bentuk muamalah 
lainnya. Ia adalah salah satu prasyarata keabsahan transaksi 
bermuamalah di antara para pihak  yang terlibat. Disamping itu, ia 
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merupakan kelanjutan dari azas pemerataan, dan bersinergi 
dengan asas „adam al-gharâr, arinya prilaku „an tarâdhin 
memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharâr dalam berbagai 
bentuk transaksi mu‟amalah. Hal ini dapat terjadi, karena ‟adam 
al-gharâr merupakan kelanjutan dari „an tharâdhin. Al- gaharâr 
ialah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas apakah ia ada 
atau tidak ada. Dalam gharâr ada unsur spekulasi bahkan 
penipuan yang dapat menghilangkan „an taradhin. „adam al-
gharar mengandung arti bahwa pada setiap bentuk muamalah 
tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan 
salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga 
menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu 
transaks.23 
3. Al-bir wa al-taqwâ (Kebaikan dan taqwa) Asas al-birr wa al-
taqwâ merupakan asas yang mewadahi seluruh asas muamalah 
lainnya.  Yaitu segala asas dalam lingkup fiqh mu‟amalah 
dilandasi dan diarahkan untuk al-birr wa al-taqwâ. Al-birr artinya 
kebijakan dan berimbang atau proporsional atau berkeadilan 
Hukum Islam melalui asas kebaikan dan ketaqwaan menekankan 
bentuk-bentuk muamalat dalam kategori „antarâdhin, „adam al-
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gharâr, tabâdul al-manâfi‟, dan pemerataan adalah dalam rangka 
pemenuhan dan pelaksanaan saling membantu antara sesama 
manusia untuk meraih al-birr wa altaqwâ. Islam memberlakukan 
asas ini dalam semua aturan bermuamalah, termasuk ekonomi 
perbankan syari‟ah, agar dipedomani oleh seluruh umat manusia 
tanpa melihat latar belakang kelompok dan agama yang dianut. Ia 
baru diboleh tidak dipedomani hanya untuk memeperlakukan 
orang kafir yang memerangi, membunuh dan mengusir umat Islam 
dari tempat tinggal mereka. Prinsip hukum Islam sebagai asas atau 
pilar kegiatan usaha dan pedoman perbankan syari‟ah dalam 
mencapai tujuannya itu berkohorensi dengan al-birr wa al-taqwa. 
Artinya asas-asas hukum Islam seperti ‟an taradhin, tabadul 
manafi‟,„adam al-gharar, ta‟awun, al-adl berorientasi kepada 
pemenuhan al-birr wa al-taqwa.24 
B. Tinjauan umum Tentang Bank 
1. Pengertian Bank 
Pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan 
berkesinambungan. Dalam hal ini penyaluran dana kepada masyarakat, tidak dapat 
dikesampingkan lagi peranan lembaga perbankan. Bank termasuk perusahaan industri 
jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa  kepada masyarakat. 
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Kemajuan negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. 
Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, Bank is a company who satisfied other people by 
giving a credit with the money they accept as a gamble to te other, eventhough they 
should supply the new money ( bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan 
keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari 
orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang kertas atau logam). Menurut 
Drs. H. Melayu S.P. Hasibuan, Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah 
badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial 
assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan 
saja.
25
 Menurut O.P Simorangkir, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga 
keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit 
itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan 




Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang 
kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 
dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank sangat 
berperan penting untuk mendorong perekonomian suatu bangsa karena bank adalah 
lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana 
lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan 
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perekonomian. Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak 
di bidang jasa keuangan. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut  ke masyarakat dalam 
bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran 
uang. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima 
simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk 
meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai 




2. Jenis-jenis Bank  
Widjanarto dalam bukunya “Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia” 
menjabarkan jenis bank berdasarkan fungsi dan kepemilikannya, sebagai berikut : 
Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya :  
a. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No. 
13 tahun 1968. 
b. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran.  
c. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan 
hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya 
yang disamakan dengan itu.  
d. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan 
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tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan 
tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU 
Perbankan 1992. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk 
melaksanakan kegiatan tertentu adalah antara lain, melaksanakan kegiatan 
pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan 
koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha 
kecil, pengembang ekspor non-migas dan pengembangan pembangunan 
perumahan.  
Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya :  
a. Bank Umum milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan 
berdasarkan UU. 
b. Bank Umum swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan 
menjalankan usaha setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan 
dengan mendengar pertimbanganpertimbangan BI. Ketentuan 
tentang peizinan, bentuk hukum dan kepemilikan Bank Umum 
Swasta ditetapkan dalam pasal 16, 21 dan pasal 22 UU No. 7 tahun 
1992  tentang perbankan. Sedangkan syarat pendiriannya saat ini 
diatur dalam SK Menteri Keuangan RI No. 1061/KMK 00/1998 
tentang pendirian Bank swasta, Nasional, danb Bank Koperasi, 
tanggal 28 Oktober 1988.  
c. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh 
satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan 
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didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum 
Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, 
dengansatu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. 
Ketentuan tentang pendirian bank campuran diatur dan ditetapkan 
dalam pasal 17 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Syarat 
pendirian Bank Campuran untuk saat ini diatur dalam SK Menteri 
Keuangan RI No. 1068/KMK.00/1988 tentang pendirian Bank 
Campuran, tanggal 28 Oktober 1998.  
d. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank milik Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan Pasal n54 UU Perbankan 1992 di mana dinyatakan 
bahwa UU No. 13 tahun 1962 tentang 
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit 
1. Pengertian kredit 
Kredit berasal dari kata credere yang berarti percaya atau to believe / to trust 
maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank 
kepada nasabah agar dapat menggunakan kredit sebaik mungkin. Sedangkan dalam 
bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang denga membayar 
cicilan atau dengan mengansur dikemudian hari / memperoleh pinjaman uang yang 
pembayarannya diakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai 
dengan perjanjian.Pemberian kredit menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 
pasal 21 ayat 11 tentang perbankan menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau 
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tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain dimana mewaibkan pihak 




Menurut Thomas Suyatno, 1998, menjelaskan bahwa Kredit adalah 
penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal, 
pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam 
beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pendapat lain menyatakan 
kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun 
valuta asing kepada pihak ketiga serta pembelian surat berharga.Sedangkan dalam 




2. Unsur-unsur kredit 
Setiap pemberian kredit sebenarnya apabila dijabarkan secara mendalam 
mengandung beberapa arti, jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah 
tmengaandung beberapa arti. Jika kita berbicara kredit maka termasuk juga 
membicarakan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang 
terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu : 
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a. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit 
yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar 
diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. 
b. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing- masing 
pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran 
kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belak 
pihak bank dan nasabah. 
c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memilki jangka waktu 
tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 
disepakati.30 
d. Resiko, faktor resiko dapat diakibatkan oelh dua hal yaitu resiko kerugian 
yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal 
mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah yang tidak 
disengaja yaitu akibat musibah seperti bencana alam. Semakin panjang 
jangka waktu pengembalian suatu kredit semakin besar resikonya tidak 
tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pihak 
bank baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.31 
e. Balas jasa, akibat dari pemberian kredit bank tertentu mengharapkan suatu 
keuntungan dalam jumlah ter tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu 
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kredit atau jasa tersebut yamg kita kenal dengan nama bunga bagi bank 
prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan 
komisi serta biaya administrasi kredit ini merupaka keutungan utama 
bank. Sedangkan bagi ank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya 
ditentukan dengan bagi hasil.
32 
3. . Jenis-jenis Kredit 
Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakitkan beragam pula kebutuhan 
akan jenis kreditnya. Secara umum menurut Kasmir jenis-jenis kredit yang 
disalurkan dilihat dari berbagai segi, yaitu: a).Dari Segi Kegunaan. Kredit investasi 
merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun 
pabrik, rumah, pembelian masing-masing, tanah dan lainnya. Kredit investasi 
biasanya diberikan untuk jangka waktu yangpanjang.Kredit modal kerja merupakan 
kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan 
baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam 
waktu yang relative pendek dan satu kali siklus operasi. b). Dari Segi Tujuan. Kredit 
produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan suatu proses (proses 
produksi), baik barang maupun jasa, misalnya kredit yang diberikan untuk industri 
(pabrik), pertanian, peternakan, pabrik, perhotelan dan lainnya.Kredit konsumtif 
merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai 
(dikonsumsi) sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan 
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untuk keperluan pribadi. Kredit perdagangan nerupakan kredit yang diberikan 
kepada pada pedagang. Para pedagang membeli barang tersebut dijual kembali. c). 
Dari Segi Jangka Waktu Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memilki 
jangka waktu maksimal satu tahun atau kurang dari satu tahun.Kredit jangka 
menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai tiga tahun, 
namun dewasa ini banyak bank yang mengklasifikasikan menjadi kredit jangka 
panjang.Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih 
dari satu atau tiga tahun. d). Dari Segi JaminanKredit dengan jaminan merupakan 
kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta 
bergerak, tidak bergerak, atau jaminan lainnya.Kredit tanpa jaminan merupakan 
kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara riil, namun sebenarnya meskipun 
tidak ada jaminan, dalam praktiknya ada jaminan kemampuan membayar dari 
nasabah, misalnya pegawai tetap yang memiliki penghasilan tertentu. e). Dari Segi 
Sektor UsahaKredit sektor pertanian merupakan kredit yang diberikan kepada para 
petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal satu tahun maupun 
jangka panjang (lebih dari satu tahun atau tiga tahun sesuai persyaratan bank.Kredit 
sektor industri merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, 
menengah, maupun besar.Kredit sektor perumahan merupakan kredit yang diberikan 
untuk kepemilikan rumah atau properti lainnya. Kredit sektor profesi merupakan 
kredit yang diberikan kepada profesional, seperti dokter, pengacara, dosen, dan 
lainnya.Kredit sektor pertambangan merupakan kredit yang diberikan untuk 
pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti emas, batubara, timah, 
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atau tambang lainnya.Kredit sektor pendidikan  merupakan kredit yangdiberikan 
dunia pendidikan, seperti kredit mahasiswa
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Dapat disimpulkan bahwa unsur kepercayaan merupakan unsur yang sangat 
penting dalam pemberian kredit. Jadi pihak kreditur dalam memberikan kredit 
kepada pihak debitur harus benar-benar yakin dan percaya bahwa pihak debitur akan 
mengembalikan pnjaman sesuai jangka waktu dan kesepakatan yang telah disepakati 
bersama sebelumnya. Kredit yang diberikan tentu saja akan mengandung resiko 
akan pengembaliannya semakin tinggi resiko maka akan semakin tinggi pula beban 
bunga yang dikenakan terhadapnya. Oleh karena itu sebaiknya jangan menggunakan 
jangka. 
4. Fungsi dan Tujuan kredit 
Fungsi kredit bagi masyarakat menurut antara lainsebagai berikut: 
a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan 
kegiatan perdagangandan perekonomian 
b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 
c. Memperlancar arus barang dan arus uang. 
d. Meningkatkan hubungan internasional 
e. Meningkatkan produktifiitas dana yang ada. 
f. Meningkatkan daya gunabarang 
g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 
h. Memperbesar modal kerja perusahaan 
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i. Meningkatkan pendapatanpercapita masyarakat. 
j. Mengubah cara berfikir atau bertindak
 masyarakat untuk lebih ekonomis. 
Kredit memilki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditor (bank) dan 
debitur (nasabah), tutjuan-tujuan kredit antara lain : 
a. Mendapatkan keuntungan diaman bentuk bunga yang diterima 
oleh bank sebagai balas jasa dan administrasi kredit yang 
dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang 
menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-
besarnya. 
b. Membantu usaha nasabah yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur 
kepada debitur baik dalam bentuk dana investasi maupun modal 
kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) 
sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta 
memperluas usahanya. 
c. Membantu pemerintah dengan adanya kredit dari kreditur (bank) 
dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program 
pembangnan. Karena dengan adanya kredit dari bank, 
perkembangan baik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
maupun sektor usaha krdit mencegah (UKM) dapat 
mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari 
langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang 
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dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.34 
5. Manfaat kredit 
Selain itu, kredit juga memilki manfaat, yaitu sebagai berikut : 
a. Bagi debitur Meningkatkan usahanya dengan pengadan berbagai 
faktor produksi.Kredit bank relatif mudah bila usaha debitur layak 
dibiayai. Dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon 
debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya. Rahasia 
keuangan debitur terlindungi. 
b. Bagi bank (kreditur) yaitu : Bank memperoleh pendapatan dari 
bunga yang diperoleh dari debitur . Dengan adanya bunga kredit, 
diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan perolehan atau 
jasa perbankan lainnya. Pemberian kredit akan membantu dalam 
memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. Pemberian 
kredit untuk mempertahankan dan mengembankan usaha bank. 
Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri 
perbankan.35 
c. Bagi pemerintah yaitu : Alat untuk memacu pertumbuhan secara 
umum. Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter. Alat untuk 
menciptakan lapangan usaha. Meningkatakan pendapatan Negara. 
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Menciptakan dan memperluas pasar.
36 
d. Bagi masyarakat yaitu Mendorong pertumbuhan dan perluasan 
ekonomi.Mengurangi tingkat pengangguran. Memberikan rasa 
aman bagimmasyarakat. Memberikan rasa aman bagi masyarakat 
yang menyimpan uangnya dibank.37 
6. Prinsip-prinsip pemberian kredit 
Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu 
dengan analisis 5 C, analisis 7 P dan studi kelayakan.Jangkauan analisis lebih luas 
dari 5 C : 
a. Character adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari 
orang- orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat 
dipercaya.  
b. Capacity adalah utuk melihat nasabah dalam kemampuannya 
dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. 
c. Capital adalah untuk melihat penggunaan modal. 
d. Collateral adalah merupakan jaminan diberikan calon nasabah 
baik yang bersifat fisik maupun non fisik. 
e. Condition adalah menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi 
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ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datangsesuai 
dengan sektor masing-masing.38 
Sedangkan penilaian 7 P kredit adalah sebagai berikut : 
a. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya 
b. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasisfikasi 
golongan tertentu atau golongan tertentu. 
c. Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit 
d. Prospect  yaitu  menilai  usaha  nasabah  di  masa  yang akan datang 
menguntungkan atau tidak. 
e. Payment merupakan bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 
yang telah diambil. 
f. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 
dalam mencari laba. 
g. Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usahadan 
jaminan mendapatkan jaminan.39 
C. Tinjauan Umum Tentang UMKM 
1. Pengetian UMKM 
Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-
RI/1998 tentang Poitik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro 
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Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian internal ekonomi rakyat 
yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan 
struktur perekonomian nasional yang makin seimban,berkembang dan berkeadilan. 
Selanjutnya dibuatlah pengeetian UMKM melalui UU NO.9 Tahun 1999 karena 
keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-undang No. 20 
Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah maka pengertian 
UMKM sebagai berikut : 
a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. 
b. Usaha kecil adalah usaha produtif yang berdiri sendiri yang dilakukan oelh 
perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimilki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
Usaha Menengah atau Usaha Besr yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.40 
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleg perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yag dimilki, dikuasai atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 
Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 
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sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.41 
d. Usaha besar adalah usaha ekonomi yang dilakukan oleh badan usaha dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha 
Menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha 
patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.42 
e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan 
Usaha Besar yang melakukan kegiatan di Indonesia dan berdomisii di 
Indonesia.43 
UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian 
di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih 
banyak jumlahnya dibandingkan usaha indsustri berskala besar dan memilki 
keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu 
mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan 
kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang 
terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya. Beberapa perautaran 
telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 
1945 merupakakn pondasi dasar hukum di Inodonesia Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, 
Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang poiltik ekonomi 
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dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah peru 
diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakayat yang mempunyai kedudukan, 
peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 
semakin seimbang,berkembang dan berkeadilan. Peraturan Presiden No 5 Tahun 
2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, 




2. Ciri-ciri UMKM 
Adapun ciri-ciri UMKM sebagai berikut : 
a. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik keuarga atau perorangan WNI 
dan memilki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta 
rupiah ) pertahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank 
paling banyak Rp.50.000.000. adapun cirri-cirinya sebagai berikut : 1). jenis 
barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu- waktu dapat 
berganti. 2). tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat 
pindah tempat. 3). belum melakukan administrasi keuangan yang 
sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan 
keuangan usaha. 4). pengusaha atau sdm nya berpendidikan rata-rata 
sangat rendah, umumnya tingkat Sd dan bekum memilki kewirausahaan 
yang memadai. 5). umumnya belum mengenai perbankan tetapi lebih 
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mengenai rentenir. 6). umumnya tidak memilki izin usaha atau 
persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 7). tenaga kerja atau 
karyawan yang dimilki kurang dari 4 orang.45 
b. Usaha kecil yaitu menurut Undang-Undang No 9 Tahun 1995, usaha 
kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memilki kekayaan 
bersih paling banyak Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha atau memilki hasil penjualan paling banyak Rp. 
1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari bank diatas Rp. 
50.000.000 sampai Rp. 500.000.000 juta. Adapun cirri-cirinya sebagai 
berikut : 1). sdm-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya sma dan 
sudah ada pengalamannya. 2). pada umumnya sudah melakukan 
pembukuan manajemen keuangan walau masih sederhana, dan sudah 
membuat neraca usaha. 3). pada umunya sudah memiliki izin usaha dan 
persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. 4). sebagian besar sudah 
berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat 
perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank 
sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/pendampingan. 5). 
tenaga kerja yang diperkerjakan antara5-19 orang.46 
c. Usaha menengah menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 
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10 Tahun 1999, usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang 
memenuhi criteria kekayaan bersih lebih besar Rp. 200.000.000 (dua 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 
10.000.000.000 (sepuluh miyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha. Adapun cirri-cirinya sebagai berikut : 1). pada 
umunya telah memilki manajemen dan organisasi yang lebih baik, 
lebizteratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas 
antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagaian produksi. 
2). telah melakukan manajemen keuangan denga menerapkan sistem 
akutansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan 
penelitian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. 3). telah 
melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan telah ada 
jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll. 4). sudah memilki segal 
persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat 
NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll. 5). sudah akses kepada 
sumber-sumber pendanaan perbankan. 6). pada umumnya telah memiilki 
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A. Jenis dan Lokasi penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kulitatif dimana pendekatan 
kualitatif adalah penelitian studi kasus yang dimana penelitian yang berusaha 
menemukan makna,menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan 
pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi. 
Metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman 
mengenai masalah-masalah atau problematika sosial berdasarkan kondisi reaitas 
(nyata) dan natural setting yang holitis,kompleks dan rinci. Penelitian kualitatif 
berusaha mendapatkan pemahaman,pencerahan terhadap fenomena dan eksploitasi 
pada situasi yang sama.
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2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Bank Bri Luyo Cabang Polewali Kecamatan 
Luyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan Empiris merupakan pendekatan yang timbul terhadap 
gejala sosial masyarakat 
2. Pendekatan Yuridis normative yakni penelitisn hukum yang 
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dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara 
mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti. 
C. Sumber data 
Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa sumber data yang dimaksud dalam 
penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Responden yaitu orang yang diminta memberikan keterangan 
tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat 
disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket 
atau lisan ketika menjawab wawancara. 
2. Dokumen, yaitu “barang-barang yang tertulis, maksudnya adalah 
didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki 
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagianya”. 
Dalam penelitian ini dokumen yang dijadikan sumber data adalah 
foto kegiatan pembelajaran. 
Data, Menurut Burhan Bungin, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Data Primer Adalah data yang diambil dari sumber data primer 
atau sumber pertama di lapangan 






D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan tahapan yang amat penting dalam suatu 
penelitian, karena data-data yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk menguji 
hipotesis yang telah dirumuskan.Dalam pengumpulan data ini, penulis 
menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Observasi, Sugiyono mendefinisikan observasi sebagai teknik 
pengumpulan yang mempunyai ciri spesifik daripada teknik yang 
lain. Menurut Abdurrahmat Fathoni, observasi adalah teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, 
dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 
perilaku obyek sasaran.Dari segi proses pelaksanaannya, observasi 
dapat dibedakan menjadi participan observation dan non participan 
observation. Participan observation (observasi berperan serta) yaitu 
“peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati 
atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Dengan kata lain 
peneliti merupakan bagian dari kelompok yang sedang ditelitinya. 
Sedangkan non participan observation yaitu “peneliti tidak terlibat 
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dan hanya sebagai pengamat independen.
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2. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 
E. Intstrumen penelitian 
Untuk menggunakan metode pengumpulan data yang telah ditentukan 
(observasi, angket dan dokumentasi) dibutuhkan alat yang dipakai untuk 
mengumpulkan data, alat itulah yang disebut sebagai instrument.Instrument  
penelitian menurut Sugiyono adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati.
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Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa instrument merupakan suatu 
alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode pngumpulan 
data secara sistematis dan lebih mudah. Instrument penelitian menempati posisi 
teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk 
memperoleh data di lapangan. 
F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan data 
Merupakan kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan 
Pengolahan data meliputi memeriksa, proses pemberian identitas, pemberian nilai 
dan proses pembebeberan. 
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2. Analisis data 
Adalah hal yang dilakukan setelah pengolahan data telah selesai, “analisis  
data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.Peneliti harus 
memastikan pola analitis mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik atau 
analisis non-statistik”.Analisis data penelitian berujuan untuk menyederhanakan dan 






















A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah singkat dan latar belakang Bank BRI Luyo Cabang Polewali 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang 
terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 
Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden BeAria Wirjaatmadja dengan nama De 
Poerwokertosche Hulp en Spaarbankder Inlandsche Hoofden atau “ Bank Bantuan 
dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang 
melayani orang- orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri 
tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 
Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 
1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di 
Republik Indonesia. Dalam masa peran mempertahankan kemerdekaan pada tahun 
1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif 
kembali setelah perjanjian Reville pada tahun 1949 dengan berubah nama 
menjadiBank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 
1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan 
peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). 
Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN 
diintegrasikan kedalaman Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia urusan 
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Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 
17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara 
Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Negara Indonesia Urusan Koperasi Tani 
dan Nelaya (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia. Sejak 1 
Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan 
Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan 
terbatas. Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap 
konsisten memfokuskan pada layanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan 
memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Seiring dengan 
perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah. Yang 
terdiri dari 1 kantor pusat BRI, 12 kantor wilayah inspeksi. 170 kantor Cabang 
(dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Perwakilan Khusus, 1 New 
York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 kantor Perwakilan di Hongkong, 40 
Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P. POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 
Pos Pelayanan Desa. Bank Rakyat Indonesia (BRI) tampil berkesan korparat 
perbankan/lembaga keuangan yang bersih sebagai wujud manajemen yang bersih 
dibawah kepemimpinan yang handal. Bank Rakyat Indonesia dengan semangat 
“Good Corporate Governance” senantiasa dinamis mengembangkan visi dan misinya 
demi terwujudnya gerak perekonomian yang terus menerus. Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) tampil penuh keyakinan dan rasa bangga terus bergerak membangun 
Perekonomian Indonesia dan menjadi Bank terbesar dan terbaik dalam 
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mengembangkan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menunjang 
peningkatan ekonomi masyarakat. 
2. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Luyo Cabang 
Polewali 
a. Visi BRI Unit : Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara 
dan Home to The Best Talent. 
b. Misi BRI Unit :  
1). Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 
2). Mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan 
menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 
3). Memberikan pelayanan prima dengan lter kepada nasabah melalui : 
sumber daya manusia yang professional  
4). Memiliki budaya berbasis kinerja (performance-driven culture) 
teknoligi informasi yang handal dan future ready jaringan kerja 
konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan 
prinsip operational dan risk manangement excellence. Ikan 
keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak- pihak yang 
berkepentingan (Stakeholders) dengan memperhatikan prinsip 
keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate Governance yang 
sangat baik. 
3. Logo Bank Bri 
Logo merupakan salah satu symbol yang ada dalam suatu usaha atau  
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perusahaan yang merupakan ciri khas atau pembeda dari usaha atau perusahaan 





Filosofi gambar logo Bank Rakyat Indonesia 
a. Warna biru berarti sportifitas dan professional  
b. Huruf B merupakan singkatan dari kata Bank  
c. Huruf R merupakan singkatan dari kata Rakyat 
d. Huruf I merupakan singkatan dari kata Indonesia 













5. Tugas dan Wewenang Masing-Masing Jabatan 
a. Kepala Unit   
Tugas Pokok : 
1) Memimpin Kantor BRI  sesuai dengan tugas pokok penerimaan 
simpanan, pemberian pinjaman, dan pelayanan jasa bank lain 
yang ditetapkan serta membina BRI Unit dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat diwilayah sekitarnya. 
2) Menyusun rencana kerja anggaran tahunan BRI Unit. 
3) Menetapkan kebutuhan pegawai dan mengkoordinir atau selalu 
4) Mengevaluasi pelaksanaan kerja sama yang baik dengan unit-
unit atau sub unit organisasi BRI dan instansi lainnya sesuai 
dengan tugas pokok BRI Unit serta batas-batas yang dimiliki. 
5) Memberikan bimbingan, membuat daftar penilaian karyawan dan 
prestasi kerja secara lternat, serta saran usulan kenaikan pangkat 
bawahannya. 
Tanggung Jawab: 
1) Pencapaian sasaran atas rencana dan anggaran yang ditetapkan 
termasuk pencapaian target dibidang pengumpulan dana dari 
masyarakat atau kinerja usaha unit. 
2) Kelancaran tugas-tugas operasional termasuk efesiensi dan 
tercapainya kepuasan nasabah atau pelayanan yang diberikan 
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oleh setiap petugas BRI. 
3) Tersedianya kas yang sudah mencukupi. 
4) Terpeliharanya mekanisme watak di BRI  
5) Ketertiban dan disiplin kerja serta keterampilan pegawai BRI 
yang dipimpin. 
6) Memelihara citra BRI dimata Masyarakat. 
7) Kebenaran isi laporan dan ketetapan waktu penyampaian 
laporan. 
8) Terselenggaranya kerja yang sma yang baik dengan instansi 
lainnya. 
9) Keamanan, ketertiban dan kebersihan BRI Unit. 
b. Mantri 
Tugas pokok  
1) Memeriksa permintaan ketempat usaha nasabah yang meliputi 
usahanya, letak jaminan,menganalisa serta mengusulkan kepada 
kepala unit 
2) Melaksanaan pembinaan terhadap nasabah 
3) Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa bank kepada 
masyarakat untuk berhubungan dengan BRI unit 
4) Melaksanakan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa 




5) Menyampaikan laporan hasil kunjungan dari tempat nasabah 
kepada kepala unit. 
6) Menyampaikan laporan kepada kepala unit apabila ada 
penyimpangan dalam pelaksanaan operasional BRI. 
7) Mengikuti kegiatan ekonomi diwilayah kerja dalam 
melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala unit. 
Tanggung jawab : 
1) Kebanaran hasil pemeriksaan ketempat nasabah yang meliputi 
kegiatan usahanya, letak jaminan serta keputusan pinjaman 
2) Ketetapan pemasukan angsuran pinjaman dan pemasukan 
tunggakan pinjaman lainnya di BRI. 
3) Penguasaan dan perkembangan usaha nasabah. 
c. Customer Service 
Tugas Pokok 
1) Menata usaha register simpan pinjam, register pemberantasan 
tunggakan dan register surat-surat berharga 
2) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon 
nasabah simpan pinjam dan jasa perbankan lainnya. 
3) Mengelola penyimpanan berkas-berkas simpan pinjam 





1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala unit 
2) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon 
nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan lainnya 
d. Teller 
Tugas Pokok : 
1) Bersama-sama kepala unit menyelenggarakan pengurusan kas 
BRI. 
2) Menerima uang setoran dari nasabah dan memvalidasi kedalam 
computer. 
3) Memberikan persetujuan bayar atas pengambilan simpanan 
sebatas kewenangan yang dimiliki. 
4) Menyetor setiap kelebihan maksimun kas selama jam kerja dan 
menyetorkan sis akas pada akhir hari keberkas induk. 
5) Memastikan kelengkapan bukti-bukti kas tunai dan Over 
Booking yang berada dalam pengawasan untuk menghindari 
terjadinya penyimpangan kas teller. 
Tanggung Jawab 
1) Pengurusan Kas bersama kepala Unit 
2) Kelancaran dan ketetapan pelayanan dan penerimaan setoran 





1) Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dengan tetap 
mempertahankan ketegasan dan keramahan 
2) Memberikan informasi awal kepada nasabah 
f. Cleaning ,Service 
Tugas Pokok : 
1) Menjaga kebersihan dan keindahan Unit dan membantu 
pegawai unit lainnya jika diperlukan. 
h. Penjaga Malam 
Tugas Pokok: 
1) Melakukan pengontrolan dalam kantor dan lingkungan sekitar 
kantor BRI Unit Kanrung untuk memastikan kondisi keamanan 
kantor. 
2) Mengecek kunci-kunci pintu dan pagar kantor BRI Unit Luyo 
6. Bidang Usaha Perbankan 
Adapun bidang usaha perbankan yang terdapat pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut: 
a. Produk Penghimpun Dana tabungan adalah simpanan yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi 
tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lain yang 




1) Britama adalah Salah satu jenis masyarakat di BRI yang 
penyetorannya dapat dilakukan setiap saat serta frekuensi 
pengambilannya tidak dibatasi sepanjang saldonya mencukupi dan 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 
2) Simpedes adalah Simpanan masyarakat pedesaan di BRI termasuk 
dalam kelompok tabungan yang pengambilannya atau 
penyetorannya tidak dibatasi dalam jumlah atau frekuensi 
sepanjang saldo mencukupi. 
3) Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 
penyimpanan dengan bank.Untuk mencairkan deposito yang 46 
dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat 
deposito. 
4) Giro BRI adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan 
setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah 
pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan bukuan. Giro 
BRI ada dua macam yaitu giro dalam mata uang rupiah dan mata 
uang asing (valas).Untuk giro dalam mata uang asing tidak 
diberikannya buku cek atau bilyet giro untuk nasabah. 
b. Produk Penyaluran Dana Kredit . Produk penyaluran dana dalam sektor 
perekonomian pada PT. BRI (persero) berupa Kredit Usaha Rakyat 
(KUR), yang dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu : 
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1) Sektor Perekonomian : Kredit pertanian, Kredit peternakan, Kredit 
perdagangan, Kredit jasa, Kredit industry 
c. Jasa yang diberikan oleh Bank BRI Unit Kanrung 
1) Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang 
lewat bank baik pengiriman uang dalam kota, luar kota atau keluar 
negeri. Hal ini dapat dilakukan secara Internet bangking, 47 phone 
bangking, ATM, EDC, agen brilink, dan transaksi via teller. Biaya 
yang dikenakan untuk pengguna jasa yang tidak mempunyai rekening 
BRI dan untuk nasabah yang menggunakan rekening BRI dikenakan 
biaya jika dibawah Rp 5.000.000.- dikenakan biaya Rp. 5.000.- 
2) Kliring adalah proses penyampaian surat berharga yang belum 
merupakan suatu kewajiban bagi bank, dimana surat berharga tersebut 
disampaikan (bank penarik) sehingga adanya pengesahan oleh bank 
tertarik melalui lembaga kliring. Atau jasa penyelesaian hutang 
piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat 
yang dikliring dilembaga kliring. 
3) Pemberian Pinjaman Kredit yang diberikan oleh Bank BRI unit 
Kanrung kepada masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 
yang telah terdaftar sebagai nasabah. Adapun syarat-syarat pemberian 
pinjaman kredit di Bank BRI unit Kanrung adalah sebagai berikut: 
Berdomisili di wilayah kerja BRI yang bersangkutan, Foto kopi KTP 
suami dan istri, Foto kopi Kartu Keluarga, Pas foto 3x4, Dapat 
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menyediakan jaminan, Surat keterangan usaha, Tidak sedang 
menikamati fasilitas kredit KUR baik dibank lain, kantor cabang, 
maupun di BRI Unit lainnya, Bersedia membuka rekening simpanan 
d. Jangka waktu pemberian kredit 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) maksimum 36 bulan, dengan angsuran 
kredit pertanian, perdagangan, dan jasa. Besarnya kredit yang disalurkan 
kepada nasabah minimal Rp. 1.000.000,- dan Maksimal Rp. 25.000.000,- 
dengan jangka waktu pengembaliannya yaitu dicicil selama 36 (3 tahun) 
dengan Bunga 7% per akhir tahun. 
B. Praktek pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kantor Bank BRI 
Luyo Cabng Polewali pada tanggal 19-23 Mei 2019 maka peneliti dapat menegtahui 
tentang mekanisme alur pemberian kredit kepada UMKM ialah sebagai beikut : 
a. Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap permohonan kredit, dimana 
pihak UMKM mengajukan permohonan tertulis kepada pihak bank, calon 
debitur ini akan mengisi formulir pengajuan kredit yang telah disiapkan 
oleh pihak Bank. Pihak peminjam yang dalam hal ini adalah UMKM 
harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Bank 
sepeti fotocopy ktp, surat izin memilki usaha, fotocopy kartu keluarga. 
Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip 
sebagai berikut :  
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1) Bank hanya memnerikan kredit apabila permohonan kredit apabila 
permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik 
untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit 
maupun permohonan perubahan persyaratan kredit 
2) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan 
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain. 
3) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang 
disampaikan dalam permohonan kredit.
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b. Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan 
Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi 
Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan 
kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan pinsip 
sebagai berikut : 
1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank 
yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit, 
2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total 
permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit 
tidak boleh transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun 
harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon 
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kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-
sama oleh bank, Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, 
dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi ; Menggambarkan 
semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon 
termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet. Penilaian 
kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang 
akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya 
praktek mark up yang dapat merugikan bank. Menyajikan penilaian 
yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihakpihak yang 
berkepentingan dengan permohonan kredit. Analisa kredit sekurang-
kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan 
penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan 
pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek 
yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko 
yang mungkin timbul. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai 
pula bank yang bertindak sebagai bank induk.
53
 
Bank BRI Luyo Cabang Polewali dalam menganalisis kredit punya cara 
sendiri akan tetapi tidak bertolak belakang dengan pedoman Bank Indonesia. Setelah 
Syarat-syarat telah dilengkapai oleh pihak UMKM, selanjutnya pihak Bank BRI yang 
dalam hal ini Mantri akan melakukan peninjaun langsung ke lapangan untuk 
mengethaui akan pihak UMKM layak atau tidak mendapatkan pinjaman (kredit dari 
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Bank). Pihak Bank akan memberikan pertanyaan terkait dengan permohonan kredit  : 
1). Mencocokkan berkas-berkas pihak UMKM sesuai denga aslinya 
2). Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha piahk UMKM seperti 
modal, pinjaman tujuannya untuk mengetahui apakah pihak mampu atau tidak 
mengembalikan pinjamannya atau tidak. 
c. Tahap Pemberian Putusan Kredit 
Pada tahap ini pihak UMKM akan mengetahui keputusan Bank yang berisi 
persetujuan mendapatkan atau tidak pinjaman kredit sesuai permohonan yang 
diajukannya. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Setiap pejabat yang 
terlibat dalam kebijakan persetujuan pemberian kredit harus dapat memastikan, 
bahwa:  
1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan 
perbankan dan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. 
2) Dalam pelaksanaannya, pemberian kredit telah sesuai dengan 
kebijaksanaan perkreditan bank (KPB) dan pejabat pemutus kredit 
(PPK).  
3) Keputusan persetujuan pemberian kredit oleh pejabat pemutus 
kredit telah didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, 
cermat, seksama, dan harus independen.  
4) Bank sudah yakin, bahwa pemberian kredit sudah sesuai dengan 
ramburambu pedoman pengelolaan kredit dan dapat dilunasi oleh 
applicant dan tidak akan menjadi kredit bermasalah.  
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5) Keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemutus kredit sudah 
diputuskan secara profesional (managerial and technical skill) dan 
tidak dipengaruhi oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab
54
 
6) Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit. 
Pencairan Fasiltas Kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit 
yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa 
pembayaran dan/atau pemidahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas 
lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat 
yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan.  
Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat 
kredit (perjanjian kredit) mutlak harus mendahului pencairan kredit. Fasilitas dapat 
berbentuk:  
a. Penyediaan fasiltas kredit dengan suatu limit tertentu yang ditarik 
menuruut kebutuhan dengan sifat revolving. Hal ini biasa dikenal 
dengan nama pinjaman dalam rekening Koran 
b. Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya dilakukan berdasarkan 
jadwal pencairan yang mencapai suatu limit yang disetujui. 
Kemudian dengan pembayaran kembali secara sekaligus atau dengan 
cara angsuran menurut jadwal. 
c. Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya sekaligus dengan 
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pembayaran kembali atau dengan angsuran menurut jadwal tertentu. 
4) Pernyataan bank sebagai pinjaman atau menyanggupi ikatan 
lainnya yang dapat mengakibatkan kewajiban bank untuk membayar 
kepada pihak ketiga.55 
Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Surat 
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 
tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank 
bagi Bank Umum sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok 
sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan 
Bank sebagai berikut : 
a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, 
b. Organisasi dan menejeman perkreditan, 
c. Kebijaksanaan persetujuan kredit, 
d. Dokumentasi dan administrasi kredit 
e. Penyelesaian kredit bermasalah. 
Cara pencairan kredit, yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat 
dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek 
atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank 
dapat diterima sebagai  perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas 
beban rekening pinjaman nasabah. Bukti pencairan kredit yaitu, alat-alat pencairan 
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kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen-dokumen lainnya 
tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut 
untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau fotocopinya. Verifikasi 
pencairan kredit, setiap mutasi saldo yang terjadi pada rekening pinjaman harus 
diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Verifikasi meliputi pencocokan dan 
keabsahan pencairan, jumlah serta syaratsyarat lainnya, sebagai bukti verifikasi, 
pejabat tersebut harus membubuhkan parafnya pada saldo rekening pinjaman.
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C. Ketentuan Hukum ekonomi syariah dalam pemberian pinjam-meminjam 
(kredit)  
Berbicara tentang bagaimana pemberian kredit modal kerja untuk usaha kecil 
berarti berbicara masalah bunga yang sejak dulu menjadi perdebatan dikalangan 
ulama dan cendikiawan muslim. Dalam islam timbul tiga pendapat yang saling 
berbeda satu sama lain. Diantara mereka ada yang memandang haram dan ada yang 
memandang subhat dan ada pula yang memandang mubah. Perdepatan pendapat ini 
mucul disebabkan oleh perbedaan metode dan hukum yang digunakan..  
Berdasarkan undang-undang Perbankan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa 
Indonesia menganut dua sistem Perbankan sekaligus ( dual banking system ) yaitu 
dengan adanya model perbankan konvensional dan perbankan dengan prinsip-prinsip 
syariah. Adapun ketentuan pada pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Perbankan 
menentukan bahwa kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah yang sebelumnya 
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hanya terbatas pada prinsip bagi hasil, kini diperluas menjadi kegiatan apapun dari 
perbankan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam 
Undang-Undang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda untuk kegoiatan 
kredit namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit, tergantung 
kegiatan usaha yang dijalankan, apakah Bank dijalankan secara Konvensional yang 
dinamakan kredit atau berdasarkan prinsip Syariah.dikenal dengan nama 
pembaiayaan. Menurut pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 Buku Ketiga Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata , perjanjian kredit merupakan salah satu dari bentuk 
perjanjian pinjam-meminjam. Namun demikian dalam perbankan modern hubungan 
hukum dalam kredit/pembiayaan tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian-
meminjam saja melainkan adanya campuran dengan berbentuk perjanjian lainnya.57 
Dalam Islam Praktik perkreditan (pinjam-meminjam) tidak dilarang, bahkan 
dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya 
berakibat pada hubunga persaudaraan. Dalam perbankan berdasarkan prinsip Syariah, 
sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan 
dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam 
Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh Syariah selain pinjaman, seperti jaul 
beli, bagi hasil, dan sewa. Kedua, dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial 
bukan akad komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh 
disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasari 
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atas hadist nabi SAW yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan 
manfaat adalah riba. Sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu, 
dalam perbankan berdasarkan prinsip Syariah tidak disebut kredit tapi pembiayaan 
(financing) didasarkan pada firman Allah SWT. 
ٌْ تُْبتُْى فَهَُكْى ُزُؤْوُس أَْيَىانُِكْى  … َوإِ  
Terjemahannya : “ Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka 
bagimu pokok hartamu …” QS. al-Baqarah (2): 179 
Kemudian, tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang 
bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba. Disebutkan juga 
beberapa dalil yang mendasari haramnya riba, di antaranya ialah firman Allah, 
بَىا  … َو انسِّ َُْع َوَحسَّ …َوأََحمَّ هللاُ ْانبَ  
Terjemahanyya :“… Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba …” QS. al Baqarah (2): 275. 
Berdasarkan penejelasan di atas, meminjam uang ke bank konvensional yang 
terdapat bunga di dalamnya, merupakan hal yang dilarang karena bunga bank 
termasuk  riba yang diharamkan. 
 Setiap akad dalam perbankan berdasrkan prinsip syariah baik dalam hal 
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barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, 
seperti : 





5. Akad/ijab Kabul 
b. Syarat, terdiri dari  
1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa 
yang haram menjadi batal dmi hukum syariah 
2. Harga barang dan jasa harus jelas 
3. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak 
pada biaya transportasi 
4. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. 
Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai 
seperi yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.58 
Perjanjian kredit pada perbankan syariah harus didasrkan pada pengajuan 
permohonan kredit dan adanya prosedur dalm peberian kredit serta adanya penilaian 
kredit. Dimana dalam praktiknya didasrkan pada skin bagi hasil dengan besar margin 
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tertentu. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kredit pada perbankan berdasarkan 
prinsip syariah mengandung azas kemitraan dan azas kebebasan berkontrak yang 
didasarkan oleh kesepakatan bersama para pihak dalam pemberian kredit harus 
berdasarkan prinsip kehati-hatian. 
Akan tetapi apabila mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat pinjam uang di bank konvensional termasuk 
riba. Karena ada bunga yang diterapkan . Tapi keputusan ini dikecualikan untuk 
wilayah di pelosok Indonesia yakni, wilayah yang belum terjangkau perbankan 




















Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang 
dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 
a. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa 
tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis 
kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap 
pencairan kredit/ akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan 
kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu 
fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari Kepala 
Desa kepada pihak BRI Unit Luyo Cabang Polewali . Setelah syarat-
syarat dilengkapi, BRI Unit Luyo Cabang Polewali akan melakukan 
penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha 
calon debitur. Pihak bank akan memberikan putusan atas permohonan 
kredit yang diajuakn oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap 
pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan 
yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatangan perjanjian 
pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat. 
Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan 
hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua 
belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaa pemberian kredit 
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usaha rakyat telah selesai sehingga timbullah hak dan kewajiban bagi 
masing-masing pihak. Mengenai mekanisme pemberian kredit kepada 
UMKM pada Bank BRI Luyo Cabang Polewali sudah sesuai dengan 
prosedur yang berlaku hanya saja jika dibenturkan dengan hukum Islam 
maka pemberian kredit pada pada Bank BRI Luyo Cabang Polewali 
masih menjadi perdebatan, karena sebagian ada yang membolehkan dan 
sebagian ada yang tidak memperbolehkan. 
b. Dalam Islam Praktik perkreditan (pinjam-meminjam) tidak dilarang, 
bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang 
pada gilirannya berakibat pada hubunga persaudaraan. Dalam perbankan 
berdasarkan prinsip Syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-
meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, 
pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. 
Masih banyak metode yang diajarkan oleh Syariah selain pinjaman, 
seperti jaul beli, bagi hasil, dan sewa. Kedua, dalam Islam pinjam 
meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, artinya bila 
seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh disyaratkan untuk 
memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasari atas 
hadist nabi SAW yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang 
menghasilkan manfaat adalah riba. Sedangkan para ulama sepakat bahwa 
riba itu haram. Karena itu, dalam perbankan berdasarkan prinsip Syariah 




ٌْ تُْبتُْى فَهَُكْى ُزُؤْوُس أَْيَىانُِكْى  … َوإِ  
Terjemahannya : “ Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 
maka bagimu pokok hartamu …” QS. al-Baqarah (2): 179 
Kemudian, tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, 
sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak 
termasuk riba. Disebutkan juga beberapa dalil yang mendasari 
haramnya riba, di antaranya ialah firman Allah, 
بَىا  … َو انسِّ َُْع َوَحسَّ …َوأََحمَّ هللاُ ْانبَ  
Terjemahanyya :“… Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba …” QS. al Baqarah (2): 275.  
Berdasarkan penejelasan di atas, meminjam uang ke bank 
konvensional yang terdapat bunga di dalamnya, merupakan hal yang 
dilarang karena bunga bank termasuk  riba yang diharamkan. 
Kemudian mengenai tinjauan hukum Islam terakait pelaksanaan 
pemberian kredit yang menggunakan tingkat suku bunga tertentu 
dalam peminjaman atau akad transaksinya terakait  dengan masalah 
tersebut ada beberapa pendapat yang mengatakan muba, makruh, dan 
haram dengan ketentuan dan faktor-faktor tertentu. 
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B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara 
lain : 
a. Proses pemberian kredit usaha rakyat di BRI Unit Luyo Cabang 
Polewali sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek character 
dalam tahap peninjauan dan analisis kredit. 
b. Pemerintah diharapkan dapat menurunkan kembali tingkat bunga pada 
kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program 
pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi usaha mikro, 

















Abdullah Ahmad. “Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. El-
Iqtishady 3. no 1 2019 
Aedy Hasan Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam. Bandung:Alfabeta,2011 
Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (MUAMALAH)”, Jurnal 
Hukum Ekonomi Syariah 15. no 1 2012 
Alma Buchari dan Juni Priansa Doni Manajemen Bisnis Syariah Dan Menanamkan 
Nilai Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer. Bandung: Alfabeta,2014 
Anggraini Dewi dan  Hakim Nasution Syahrir “Peranan Kredit Usaha Rakyat Kecil 
(KUR) Bagi Pengembangan”, Jurnal Ekonomi 1. no 3 2013 
Arikanto Suharismi Dasar-Dasar Research, Bandung:Tarsoto,1995 
Arwani Agus “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (MUAMALAH)”. Jurnal 
Hukum Ekonomi Syariah 15. no 1 2012 
Arwani Agus. “Epistimologi Hukum Ekonomi Islam”. Jurnal Hukum Ekonomi 
Syariah 15. no 1 2012 
Bahsan M. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta:PT 
Raja Grafindo Persada.2007 
Bungin Metodologi Penelitian sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,  
Surabaya: Airlangga University Press. 2001 
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005) 
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005 
Derema. “Pengembangan UMKM Melalui Bantuan Kredit”. Jurnal Ekonomi 11. no. 
2. 2016 
Dina Armanita Eka. “Tanah Wakaf Seba,gai Jaminan Utang dalam Perspektif 
Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017 
Fauzan Januri Moh. Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial. (Bandung: 
83  
 
Pustaka Setia, 2013) 
Hasanuddin dan Mansyur Fakhruddin. “Penyaluran kredit Usaha Kecil Terhadap 
Pengusaha Ekonomi Lemah”.  jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2. no. 2 2018 
Hasibuan Melayu. Dasar-Dasar Perbankan,  Jakarta :Bumi Askara, 2011 
Jumroh Harahap Abi . “Analisis Hukum Pemberian Kredit kepada Usaha Kecil 
Mikro Menengah di Provinsi Sumatera Utara”. Jurnal Hukum 5. no. 2 2018 
Karim Adiwarman. Ekonomi Mikro Islami, Jakarta; Rajawali Pers. 2014 
Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2012 
Prasetyo Eko “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam kebijakan 
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran “. Jurnal Ekonomi 2, no.2  
Pudjo Muljono Teguh Manajemen Pengkreditan Bagi Bank Komersil, 
Yogyakarta:BPFE Yogyakarta. 1996 
Rahmini Suci Yuli. “Perkembangan UMKM (usaha menengah kecil dan menengah) 
di Indonesia” Jurnal ilmiah Cano Ekonoms 6. no 1 2017 
Sakti Habibullah Eka. “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional”. 
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2. no 2 2018 
Sambe Newfriend “Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank 
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”. Jurnal Ekonomi 5. no 5 
2016 
Sembiring Sentosa. Hukum Perbankan. Bandung :Mandar Maju, 2008 
SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 
Suhendi Hendi .Fikih Muamalah. Jakarta:Rajawali Pers,2002 
Supriyanto Eko. Ekonom Islam. Yogyakarta:Graha Ilmu 2005 
Suryo Wibowo Widiyo. Yunanto. dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit 
Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Oleh Bank Umum”. 
Jurnal Hukum 13. no. 2 2012 
Tjoekam Moh Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus), 
Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama.1999 
84  
 
Zulfi Diane Zaini, Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah 
Menurut Undang-Undang Perbankan DI Indonesia 
Zulfiyanda, Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah 































(Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Umkm  
(Studi Kasus Bank Bri Luyo Cabang Polewali ) 
 
1. Bagaimana sejarah dan latar belakang dari Bank BRI Luyo Cabang Polewali ? 
2. Apa visi misi Bank BRI Luyo Cabang Polewali ? 
3. Bagaimana struktur organisasi Bank BRI Luyo Cabang Polewali ? 
4. Apa yang menjadi landasan hukum dari Bank BRI Luyo Cabang Polewali 
5. Apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh bank bri luyo cabang polewali 
? 
6. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit kepada 
UMKM Bank BRI Luyo Cabang Polewali ? 
7. Bagaimana prosedur dalam pemberian kredit Bank BRI Luyo Cabang 
Polewali ? 
8. Bagaiamana alur prosedur pemberian kredit Bank BRI Luyo Cabang Polewali 
? 
9. Berapa batas minimal dan maksimal nominal kredit yang dapat diajukan oleh 
pihak debitur yang dalam hal ini UMKM ? 
10. Bagaimana bank melihat bahwa calon debitur mampu dalam memenuhi 
kewajibannya untuk membayar kredit ? 
11. Bagaimana pihak bank melakukan monitoring atas pinjaman yang telah 
diberikan pada nasabah (umkm) ? 
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